
 
 

 
 
 

BUPATI MALUKU TENGGARA 
PROVINSI MALUKU 

 

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA 
NOMOR 119 TAHUN 2018 

 

TENTANG 
 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 
KABUPATEN MALUKU TENGGARA 

TAHUN 2019 

  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI MALUKU TENGGARA, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten 

Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Maluku Tenggara Tahun 2013-2018, maka dipandang perlu 
untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019; 

 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maluku 
Tenggara Tahun 2019; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang 

Pembentukan Daerah-daerah  Swatantra Tingkat II Dalam 
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1645); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran  Negara Nomor 4438); 
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  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4700); 
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 
  8.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5495); 

  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5679); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang 

Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah 
Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara 

Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
264); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4593); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan 

Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4737); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5539); 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Tahun 2011 Nomor 310); 
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanan Perencanan Pembangunan Daerah; 
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  18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A); 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 12 Seri 
D); 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2014 Nomor 4); 
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016 
Nomor 3); 

  22. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 

2017 Nomor 4); 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 

DAERAH (RKPD) KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2019. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1.  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat 
RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Maluku Tenggara yaitu dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten 

Maluku Tenggara untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 
2005 sampai dengan tahun 2025. 

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat 
RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Maluku Tenggara yaitu dokumen perencaan pembangunan daerah Kabupaten 

Maluku Tenggara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2013 
sampai dengan tahun 2018. 

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yaitu dokumen 
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Maluku Tenggara untuk periode 

1 (satu) tahun untuk Tahun Anggaran 2019. 
4. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat 

Renja SKPD yaitu rencana kerja tahunan dari satuan kerja perangkat daerah 

sebagai penjabaran RKPD pada masing-masing satuan kerja. 
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku 
Tenggara yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsinya. 

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat 
BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku 
Tenggara. 
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Pasal 2 

 
RKPD Tahun 2019 berpedoman pada RPJMD Tahun 2013-2018. 

 
Pasal 3 

RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari: 

a. Dokumen Perencanaan Tahunan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara 
Tahun 2019; 

b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam menyusun 

Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2019; dan 
c. Pedoman bagi SKPD dalam melakukan Renja SKPD Tahun 2019. 

 
Pasal 4 

SKPD melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA dalam meletakkan 

Program Prioritas Pembangunan Tahun 2019. 
 

Pasal 5 
BAPPEDA melakukan pemantauan dan pengendalian program prioritas SKPD dan 
lintas SKPD. 

 
Pasal 6 

RKPD Tahun 2019 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 7 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 
 

Ditetapkan di Langgur 

pada tanggal 4 Juli 2018 
 

BUPATI MALUKU TENGGARA, 
 

Cap/ttd 

 
ANDERIAS RENTANUBUN 

Diundangkan di Langgur 
pada tanggal 4 Juli 2018                

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MALUKU TENGGARA, 

 

Cap/ttd 
 

HYRONIMUS RETTOBJAAN 
BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR 119 
 

Salinan sesuai aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 

DEBBIE P. J. BUNGA, SH 
Pembina, IV a 
NIP. 19781220 200804 2 001 

 


